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DENGAN R AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang  Jabatan Fungsional
Administrator ~ Database Kependudukan , perlu menetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Administrator

Database Kependudukan ;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258):;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repub lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tat a Kerja Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1282);

Peraturan Me nteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1833 Nomor 2017).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN N EGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
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Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan  tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 2
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini,

dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017
tentang Jabatan  Fungsional Administrator Database
Kependudukan

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan
pejabat yang berwenang menetapkan Angka  Kredit
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2017 tentang Jabatan Fungsiona | Administrator  Database
Kependudukan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan  Peraturan Presiden yang mengatur mengenai
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Peratur an Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 4
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundang an Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

PENDAHULUAN
A. Umum
1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Bi rokrasi Nomor 35 Tahun 2017 telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fun gsional Administrator
Database Kependudukan , perlu ditetapkan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

B. Tujuan
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional  Admini strator
Database Kependudukan  bertujuan untuk memberikan pedoman
kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan
pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pembinaan

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan

C. Pengertian
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
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2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas Dberkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS sesuai den gan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
6. Jabatan Fungsional Administrator Database  Kependudukan

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola database
kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi

Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan dan Data
Warehouse .

7. Pejabat Fungsional Administrator Database Kependudukan yag
selanjutnya disebut ADB Kependudukan adalah PNS yang
diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan
komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse.

8. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang selanjutnya
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan
teknolog i informasi dan komunikasi  untuk memfasilitasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat
Penyelenggara dan Instansi  Pelaksana sebagai satu kesatuan.

9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbita n dokumen dan Data
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,

Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  serta
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pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain

Database adalah kumpulan berbagai jenis data ke pendudukan
yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling
berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat
keras dan jaringan komunikasi data.

Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk
mengarsipkan, melakukan query yang komplek d an menganalisis
data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa
membebani SIAK.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan
lembaga non struktural.

Intansi Daerah  perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan targ et yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Administrator Database Kependudukan dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan

Angka Kr edit Kumulatif  adalah akumulasi nilai Angka Kredit
minimal yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan  sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk
menilai kinerja ADB Kependudukan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh ADB
Kependudukan baik perorangan atau kelompok di bidang
pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data
kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dan Data Warehouse .

Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang

merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses
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bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat
kerja dalam kondisi tertentu.
20. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional

ADB Kependudukan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

. TUGAS JABAT AN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional = ADB Kependudukan vyaitu melaksanakan
kegiatan pengelolaan Database kependudukan, jaringan komunikasi

data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse .

B. Jenjang Jabata n, Pangkat, dan Golongan Ruang
1. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan merupakan Jabatan
Fungsional Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dari yang paling
rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas :
a. ADB Kependudukan Ahli Pertama;
b. ADB Kependudukan Ahli Muda; dan
c. ADB Kependudukan Ahli Madya.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas:
a. ADB Kependudukan Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b.
b. ADB Kependudukan Ahli Muda :
1) Pangkat Penata, golongan ruang lll/c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lli/d.
c. ADB Kependudukan Ahli Madya :
1) Pangkat Pembina, golongan ruang 1V/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing -
masing jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka

Kredit ya ng ditetapkan untuk masing -masing jenjang jabatan.
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Contoh:

Sdri. Siti Apriyati,S.Kom ., NIP. 199105102015031001, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll/a  akan diangkat dalam Jabatan

Fungsional ADB Kependudukan , maka penilaian untuk

menetapkan Angka Kredi t dinilai dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka
Kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan Ill sebesar 2
(dua) Angka Kredit.

c. Diklat fungsional kategori keahlian dibidang pelayanan
administrasi kependudukan sebesa  r 2 (dua) Angka Kredit; dan

d. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi
kependudukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah
sebesar 4 (empat) Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar

108.

Dengan demikian jenjang  jabatan untuk pengangkatan Sdri. Siti

Apriyati, S.Kom, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan

ruang yang dimilikinya yakni ADB Kependudukan  Ahli Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a.

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jab atan

Fungsional ADB Kependudukan berdasarkan jumlah Angka Kredit

yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan

golongan ruang dapat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dim aksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr.Gunawan  Trisaputro, S.T., NIP. 197107051995031001,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian
Umum, yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan

Fungsional ADB Kependudukan
Berdasarkan hasil penilaian da ri  Tim Penilai,Sdr. Gunawan
Trisaputro, S.T ., memperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima)

Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka
Kredit;
b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas ADB

Kependudukan sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
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c. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi
kependudukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah,160
(seratus enam puluh)  Angka Kredit;

d. Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit; dan

e. Penunjang tugas ADB Kependudukan sebesar 30 (tiga puluh)
Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Gunawan

Trisaputro, S.T., sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka

Kredit, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tida k

sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu

ADB Kependudukan  Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang

IV/a.

1.  UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan ADB Kependudukan yang dapat dinilai

Angka Kredit nya terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri

atas:
a. pendidikan;
b. pengelolaan database kependudukan ;

=~ o a o

pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan;
pengelolaan aplikasi SIAK;
pengelolaan aplikasi Data Ware house; dan

pengembangan profesi.

3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2,

terdiri atas:

a.

pendidikan, meliputi:

1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang
pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi
data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan atau

sertifikat; dan
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3) pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan
terintegrasi dan mempe roleh surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan.

ADB Kependudukan , meliputi:

1) pengelolaan database kependudukan;

2) pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan;

3) pengelolaan aplikasi SIAK; dan

4) pengelolaan aplikasi Data Warehouse .

pengembangan profesi, me liputi:

1) pembuatan karya tulis’karya ilmiah di bidang pengelolaan
database kependudukan,  jaringan komunikasi data
kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse ;

2) pengembangan SIAK; dan

3) penyusunan  buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/
ketentua n  teknis  di bid ang pengelolaan database
kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan,

aplikasi SIAK dan Data Warehouse ;

unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b,

terd

a.

iri atas:
pengajar/pelatih/penguiji pada diklat fungsional/teknis di
bidang  pengelolaan database kependudukan, jaringan
komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data
Warehouse ;
peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/ pertemuan
ilmiah di bidang pengelolaan database kependudukan, jaringan
komunikasi data kependu dukan, aplikasi SIAK dan Data
Warehouse ;
mengikuti bimbingan teknis di bidang pengelolaan database
kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan,
aplikasi SIAK dan Data Warehouse ;
keanggotaan dalam organisasi profesi;
keanggotaan dalam Tim Penilai
perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan
perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
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IV. URAIAN TUGAS KEGIATAN MASING -MASING JENJANG JABATAN
A. ADB Kependudukan Ahli Pertama
Uraian tugas jabatan =~ ADB Kependudukan Ahli Pertama, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

melakukan instalasi dan ko  nfigurasi Aplikasi SIAK pada server di
dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SIAK Konsolidasi

pada server;

melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP -el pada server di
dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP -el
pada client di dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP -el
pada client di dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan pengaturan ( setting dan konfiguras i) aplikasi SIAK
Statistik Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Statistik Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit pelayanan
teknis ;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perekaman
KTP-el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pencetakan
KTP-el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi S IAK
Perekaman Pencatatan Sipil pada  client di dinas dan unit pelayanan
teknis ;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIA K
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada client di dinas

dan unit pelayanan teknis
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melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada client di dinas dan
unit pelayanan teknis;

melakukan instalasi dan konf igurasi jaringan komunikasi data
pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi jar ingan komunikasi data
pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan
teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan

unit pelayanan teknis

melakukan instala si dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan

unit pel ayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi database SIAK pada server di
dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan instalasi dan konfigurasi database KTP-el pada server
di dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan pencadangan ( backup ) database SIAK di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan pencadangan ( backup ) database KTP-el di dinas dan
unit pelayanant eknis ;

melakukan sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil
konsolidasi dan pembersihan oleh Pusat ;

melakukan pembersihan data pelayanan dari data ganda dan
anomali ;

melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data ;
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
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melakukan koordinasi dengan pus at dan/atau kabupaten/kota
lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;

menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang
diperintahkan pimpinan;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK pada server
di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK konsolidasi

pada server didinas;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP -el pada
server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekama n KTP -
el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP -el
pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan

unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalas I jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan tek nis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi database SIAK pada server

di dinas dan unit pelayanan tekni S;
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melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi database KTP-el pada
server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi Data Warehouse di
server dinas provinsi;

melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi Data Warehouse di
server dinas kabupaten/kota;

melakukan implementasi aplikasi Data Warehouse ;

melakukan operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antar dinas
kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi
pengguna; dan

melakukan operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antara dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota dengan

instansi pengguna.

ADB Kependudukan Ahli Muda
Uraian tugas jabatan =~ ADB Kependudukan  Ahli Muda, meliputi:

1.

melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada server di
din as dan unit pelayanan teknis;

melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi

pada serverdidinas ;

melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP -el pada server di
dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigur asi) aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pengatu ran (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Perekaman Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada client di dinas

dan unit pelayanan teknis;
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melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada client di dinas dan
unit pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pelaporan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pelaporan Penca tatan Sipil pada client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Statistik Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pengaturan ( setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Statistik Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
Perekaman KTP -el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;
melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplika si
pencetakan KTP -el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;
melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis ;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Perekaman Pencatatan Sipil pada  client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan penanganan gan gguan (troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada client di dinas
dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada client di dinas dan

unit pelayanan teknis;
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melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pelaporan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Pelaporan Pencatatan Sipil pada  client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Statistik Pendaf taran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Statistik Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan penanganan gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas
dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan

unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk pelaporan pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik pendaftaran penduduk

di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komu nikasi data pada client untuk statistik pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan upaya peningkatan unjuk kerja ( performance ) database
SIAK pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan upaya peningkatan unjuk kerja ( perfor mance) database
KTP-el pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan pengelolaan dan penyajian database SIAK di dinas dan

unit pelayanan teknis;



2018, No.1379

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

-18-

melakukan pengelolaan dan penyajian database KTP-el di dinas
dan unit pelayanan teknis;

melakukan pemulihan ( recovery) database SIAK di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pemulihan ( recovery) database KTP-el di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data;

melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau Kabu paten/Kota
lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;

menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang
diperintahkan pimpinan;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK pada server
di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifika si (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi
pada server di dinas;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP -el pada server
di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi Perekaman KTP -
el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi Pencetakan KTP -el
pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada server di dinas dan uni t pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pencata tan sipil di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan

unit pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komun ikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan

unit pelayanan teknis;
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melakukan v erifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi database SIAK pada server
di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan ver ifikasi (uji) hasil instalasi database KTP-el pada
server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antar dinas
kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi
pengguna;

melakukan operasionalisasi apl  ikasi Data Warehouse antara dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dengan
instansi pengguna,

melakukan pengaturan ( setting ) jaringan komunikasi data;

melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka
perbaikan jaringan komunikasi d ata; dan

melakukan pemberian hak akses web service kepada lintas sektor.

ADB Kependudukan Ahli Madya
Uraian tugas jabatan =~ ADB Kependudukan Ahli Madya, meliputi:

1.

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
pada server di dinas dan unit pe layanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
konsolidasi pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
perekaman KTP -el pada client di dinas dan unit pelayanan tekn is;
melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
pencetakan KTP -el pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;
melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk pada clientdi dinas dan unit
pelayan an teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Perekaman Pencatatan Sipil pada  clientdi dinas dan unit pelayanan

teknis;
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melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil pada clientdi dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pend aftaran Penduduk pada client di dinas
dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada client di dinas dan
unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooti ng) aplikasi SIAK
Pelaporan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pelaporan Pencatatan Sipil pada  client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan penanganan g angguan ( troubleshooting ) aplikasi SIAK
Statistik Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Statistik Pencatatan Sipil pada Client di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan penanganan gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk pendaftaran penduduk di dinas
dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan
unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komu nikasi data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  clientuntuk statistik pendaftaran penduduk

di dinas dan unit pelayanan teknis;
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melakukan penanganan gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) Database SIAK
pada server di dinas dan unit pelayanan tekn is;

melakukan penanganan gangguan (  troubleshooting ) Database KTP-
el pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan upaya peningkatan unjuk kerja ( performance ) Database
SIAK pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan upaya peningk  atan unjuk kerja ( performance ) Database
KTP-el pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan pengelolaan dan penyajian Database SIAK di dinas dan
unit pelayanan teknis;

melakukan pengelolaan dan penyajian Database KTP-el di dinas
dan unit pe layanan teknis;

melakukan pemulihan ( recovery) Database SIAK di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pemulihan ( recovery ) Database KTP-el di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK di

dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan analisa dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi

SIAK;

melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK pada
server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi

pada server di dinas;

melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP -el pada
server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman KTP -el
pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi a tas hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP -el
pada client di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit

pelayanan teknis;
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melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan
teknis;

melakukan simulasi atas hasi | instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan
unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit
pelay anan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada clientuntuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data

pada client untuk statistik p encatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi Database SIAK pada server
di dinas dan unit pelayanan teknis;

melakukan simulasi atas hasil instalasi Database KTP-el pada
server di dinas dan unit pelayanan teknis ;

melakukan pengaturan ( setting ) jaringan komunikasi data;
melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka
perbaikan jaringan komunikasi data;

melakukan pemberian hak akses web service kepada lintas sektor;
melakukan koordinasi penyelesaian data penduduk yang tidak
sesuai dengan Data Warehouse ;

melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai
dengan Data Warehouse ; dan

menyusun laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi data

penduduk yang tidak sesuai dengan Data Warehouse ;

ADB Kependudukan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

ADB Kependudukan yang melaksanakan kegiatan pengemba ngan

profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran | yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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4. Rincian Kkegiatan masing -masing jenjang jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembi na.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
A. ADB Kependudukan Ahli Pertama, meliputi :

1.

a &~ N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
laporan hasil instalasi dan konfiguras I aplikasi KTP -el,
laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP -el;
laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan
KTP-el;

laporan hasil pengaturan (setting) dan konfigurasi aplikasi SIAK
Statistik Pendaftaran Pe nduduk;

laporan hasil pengaturan (setting) dan konfigurasi aplikasi SIAK
Statistik Pencatatan Sipil;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perekaman
KTP-el;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pencetakan
KTP-el;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pencetakan Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Perekaman Pencatatan Sipil;

lapora n hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit

pelayanan teknis;



2018, No.1379

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.

-24-

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan
teknis;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pendaftar an penduduk di dinas dan
unit pelayanan teknis;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi da ta
pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan
unit pelayanan teknis;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

laporan hasil instalas i dan konfigurasi Database SIAK;
laporan hasil instalasi dan konfigurasi Database KTP-el;
laporan hasil pencadangan ( backup ) Database SIAK;
Laporan hasil pencadangan (  backup ) Database KTP-el;
laporan hasil sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil
kons olidasi dan pembersihan oleh pusat;

laporan hasil pembersihan data pelayanan dari data ganda dan
anomali;

laporan hasil penanganan permasalahan dan pembetulan data;
laporan hasil koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota
lain yang berkaitan dengan ko  nsolidasi data;

penyajian data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;
laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK
Konsolidasi;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instal asi aplikasi KTP -el,
laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman
KTP-el;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan
KTP-el;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi

data pa da server di dinas dan unit pelayanan teknis;
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laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunik asi
data pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas

dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil verif ikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan

unit pelayanan teknis;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas
dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi Database SIAK;

lapor an hasil verifikasi (uji) hasil instalasi Database KTP-el;
laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi Data Warehouse ;
laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi Data Warehouse di
server dinas kabupaten/ Kkota;

laporan hasil implementasi aplikasi Data Warehouse ;

laporan hasil operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antar
dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan
instansi pengguna; dan

laporan hasil operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antara
dinas kependudukan dan pencatatan sipil  kabupaten/kota

dengan instansi pengguna.

B. ADB Kependudukan Ahli Muda, meliputi :

1.

2
3.
4

laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK ;

laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP -el;

laporan hasil pengaturan (  setting ) dan konfigurasi aplikasi SIAK

Perekaman Pendaftaran Penduduk;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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laporan hasil pengaturan (  setting ) dan konfigurasi
Pencetakan Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil pengaturan (  setting ) dan konfigurasi
Perekaman Pencatatan Sipil;

laporan hasil pengaturan ( setting ) dan konfigurasi
Pencetakan Pencatatan Sipil;

laporan hasil pengaturan ( setting ) dan konfigurasi
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
laporan hasil penga turan ( setting ) dan konfigurasi
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;

laporan hasil pengaturan (  setting ) dan konfigurasi
Pelaporan Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil pengaturan ( setting ) dan konfigurasi
Pelaporan Pencatatan Sipil;

laporan hasil pengaturan ( setting ) dan konfigurasi
Statistik Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil pengaturan (  setting ) dan konfigurasi

Statistik Pencatatan Sipil;

aplikasi

aplika

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooti ng)

perekaman KTP -el,

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting )

pencetakan KTP -el;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting )

SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshoot ing)

SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting )

SIAK Perekaman Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting )

SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil;

laporan hasil p enanganan gangguan ( troubleshooting )

SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting )

SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting )

SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk;

SIAK

si SIAK

SIAK

SIAK

SIAK

SIAK

SIAK

SIAK

SIAK

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikasi

aplikas i
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laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan ( troubleshooting ) aplikasi
SIAK Statistik Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pendaftaran penduduk di
dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk pencatatan sipil di dinas dan
unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran
penduduk di dinas dan un it pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk pelaporan pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk statistik pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasi | peningkatan unjuk kerja (  performance ) Database
SIAK;

laporan hasil peningkatan unjuk kerja ( performance ) Database
KTP-el;

laporan hasil pengelolaan dan penyajian Database SIAK;

laporan hasil pengelolaan dan penyajian Database KTP-el;

laporan hasil pemuli  han (recovery) Database SIAK;

laporan hasil pemulihan ( recovery) Database KTP-el;

laporan hasil penanganan permasalahan dan pembetulan data;

laporan hasil koordinasi dengan pusat dan/atau Kabupaten/Kota

lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;

data ses uai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;

laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK;
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42. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK
Konsolidasi;

43. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP -el;

44. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman
KTP-el;

45. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan
KTP-el;

46. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada server didinas dan unitp elayanan teknis;

47. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis;

48. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk p encatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

49. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas
dan unit pelayanan teknis;

50. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan
unit pelayanan teknis;

51. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas
dan unit pelayanan  teknis;

52. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

53. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi Database SIAK;

54. laporan hasil verifikasi (uji) ha  sil instalasi Database KTP-el,

55. laporan hasil operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antar
dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan
instansi pengguna;

56. laporan hasil operasionalisasi aplikasi Data Warehouse antara
dinas kependudukan dan penc atatan sipil kabupaten/kota
dengan instansi pengguna;

57. laporan hasil pengaturan (  setting ) jaringan komunikasi data;

58. laporan hasil koordinasi dengan tim teknis pusat; dan
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laporan hasil pemberian hak akses web service kepada lintas

sektor.

ADB Kependudukan A hli Madya, meliputi

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
SIAK;

laporan hasil penanganan gangguan ( troubleshooting ) aplikasi SIAK
Konsolidasi;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi
perekaman KTP -el,

laporan has il penanganan gangguan ( troubleshooting ) aplikasi
pencetakan KTP -el;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pencetakan Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Perekaman Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan ( troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil,

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplik asi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan ( troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pelaporan Pendaftaran Penduduk;

lap oran hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Pelaporan Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Statistik Pendaftaran Penduduk;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) aplikasi SIAK
Statistik Pencatatan Sipil;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk pendaftaran penduduk di dinas
dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pencatatan sipil di dinas dan

unit pelayanan teknis;
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32.

33.

34.
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laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penangan an gangguan ( troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk pelaporan pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada  client untuk statistik pendaftaran pe nduduk
di dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) Database
SIAK;

laporan hasil penanganan gangguan (  troubleshooting ) Database
KTP-el;

laporan hasil pemulihan ( recovery) Database SIAK;

laporan hasil pemulihan ( recovery) Database KTP-el;

laporan hasil pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK;

laporan hasi | analisa dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi
SIAK;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK
Konsolidasi;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP -el;

lapora n hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman KTP -
el;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP -
el;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis;

laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi

data pada client untuk pencatatan sipil di dinas d an unit

pelayanan teknis;
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35. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di
dinas dan unit pelayanan teknis;

36. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pa da client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan
unit pelayanan teknis;

37. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk statistik pendaftar an penduduk di dinas
dan unit pelayanan teknis;

38. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit
pelayanan teknis;

39. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi Database SIAK;

40. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi Database KTP-el;

41. laporan hasil pengaturan (  setting ) jaringan komunikasi data;

42. laporan hasil koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka
perbaikan jaringan komunikasi data;

43. laporan hasil pemberian hak akses web service kepada lintas
sektor;

44. berita acara hasil koordinasi penyele saian data penduduk yang
tidak sesuai dengan Data Warehouse ;

45, berita acara hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak
sesuai dengan Data Warehouse ; dan

46. laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi data penduduk

yang tidak sesuai dengan  Data Warehouse .

PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ADB KEPENDUDUKANYANG
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK  SESUAI DENGAN  JENJANG
JABATANNYA
1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat ADB Kependudukan
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya
sebagaimana di maksud pada angka IV, maka ADB Kependudukan lain
yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.
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2. Dalam ha | pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan
fungsional ADB Kependudukan memiliki kelebihan volume beban
tugas, maka ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas
atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan
kegiatan terseb ut berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

a. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingka t di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2017
Contoh:

Sdr. Suhadi, S.Sos.,NIP. 198002202005031001, jabatan ADB
KependudukanAhli Muda, pangkat Penata Tingkat |, golongan
ruang lll/d pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Magelang. PNS yang bersangkutan ditugaskan untuk me lakukan
penanganan gangguan ( troubleshooting )KTP-el pada server di dinas
dan unit pelayanan dengan Angka Kredit 0,05 Kegiatan dimaksud
merupakan tugas jabatan ADB Kependudukan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Suhadi, S.Sos
dalam jabatan ADB Kependudukan jenjang  Ahli Muda, sebesar
80% X 0.05 =0.04.

b. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2017.

Contoh:
Sdr. Sumaryono, S.H., NIP. 19800320200502001, jabatan ADB
Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, g olongan

ruang lll/d padaSdr. Sumaryono, S.H. PNS yang bersangkutan
ditugaskan  untuk melakukan pencadangan ( backup ) Database

KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis dengan Angka
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Kredit0,01 . Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan ADB
Kependudukan Ahli Pe rtama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sumaryono,
S.H.,dalam jabatan ADB Kependudukan jenjang Ahli Muda,
sebesar 100% X 0.01 = 0.01.

Vil. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN,PROMOSI, DAN TATA
CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADB
KEPENDUDUKAN
A. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang
jabatan ADB Kependudukan Ahli Pertama sampai d engan jenjang
jabatan ADB Kependudukan Ahli Madya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan ADB Kependudukan seba  gaimana dimaksud pada
angka 1, dikecualikan bagi  jenjang jabatan ADB Kependudukan
Ahli Madya.

B. Pengangkatan Pertama
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehatjasma ni dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D -1V) bidang
komputer;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1

merupakan  pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan
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Fungsional ADB Kependudukan yang telah dipersiapkan pada
waktu pen gadaan Calon PNS .

3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat
sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan.

4. PNS sebagaimana dimaksud pada angk a 3, paling lama 3 (tiga)
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional di bidang pengolahan, Database
kependudukan,jaringan komunikasi data kependudukan, jaringan
komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data
Warehouse.

5. ADB Kependudukan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

6. Pelaksanaan tugas di bidang pengolahan, Database
kependudukan,jaringan komunikasi data kependudukan, jaringan
komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data

Warehouse , sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum
diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dapat
dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.

7. Keputusan pengangkatan  pertama dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan dibuat menurut  contoh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini

C. Perpindahan dari Jabatan Lain
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari ja batan lain ke dalam

Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dapat dipertimbangkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D -1V) bid ang
Komputer;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;



35 2018, No.1379

f.  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengolahan, Database kependudukan, jaringan komunikasi
data kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan,
aplikasi SIAK dan Data Warehouse paling kurang 2 (dua)
tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Pertama dan
ADB Kependudukan Ahli Muda; dan

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Madya.

Pengangkatan dalam Ja batan Fungsional ADB Kependudukan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan

ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan
fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada

angka 1 yaitu sama de ngan pangkat yang dimilikinya dan jenjang

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka

Kredit.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 3

ditetapkan dari unsur utama dan u nsur penunjang

Pengalaman di bidang pengolahan, Database kependudukan,

jaringan komunikasi data kependudukan, jaringan komunikasi

data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dapat dihitung

secara kumulatif.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan

batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan, oleh karena itu
penyampaianusul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian masing -masing paling kurang 6 (enam)

bulan sebelum usiayang dipersyaratkan berakhir.
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Contoh:
Sdri. Susi Hariyani, S.Kom ., NIP. 196404081986031001, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Sub

direktorat Pengelolaan Informasi Admini strasi Kependudukan.
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan untuk menduduki Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan Ahli Madya,maka penyampaian
usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2016 dan
penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan
Maret 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

7. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, adalah sama denga n pangkat yang dimilikinya, dan
jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit.

8. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan go longan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari

kegiatan unsur penunjang.

Contoh:
Sdri. Tri Warsini, S.Kom. , NIP.197807052002031001 , pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Pindah

Datang Penduduk. PNS yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
Selama menduduki jabatan tersebut, PNS yang bersangkutan
melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur Utama
1) Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional/teknis di
bidangpengolahan, Database  kependudukan, jaringan
komunikasi data kependu  dukan, jaringan komunikasi data
kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse sebesar
20 (dua puluh) Angka Kredit
2) Pelaksanaan tugaspengelolaan Database kependudukan
145 (seratus empat puluh lima) Angka Kredi t.
3) Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit.
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b. Unsur Penunjang
1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
administrasi kependudukan sebagai pembahas/moderator
sebesar 2 (dua) Angka Kredit.
2) Mengikuti/berperan serta sebagai del egasi ilmiah sebagai
peserta sebesar 1 (satu) Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama
dan unsur penunjang yakni sebesar 188 (seratus delapan puluh
delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan
Magister (S2) sebesar 150(seratus lima puluh) Angka Kredit,
jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 (tiga ratus tiga puluh lima)
Angka Kredit. Maka Sdri. Tri Warsini, S.Kom., diangkat dalam
jabatan ADB Kependudukan jenjang Ahli Muda dengan tidak
didasarkan pada masa kerja  pangkat dan golongan ruang.
Keputusan pengangkatan perpindahan darijabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dibuat menurut contoh
formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan in I.

D. Promosi

1.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan

melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:

a. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar
kompetensiy ang telah disusun oleh instansi pembina.

b. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan

melalui promosi sebagimana dimaksud pada angka 1 harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional
yang akan diduduki

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan

melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

E. Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional ADB

Kependudukan
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Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

ADB Kependudukan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

VIIl. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN,
PENILAI AN KINERJA, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Sasaran Kerja Pegawai

1.

Pada awal tahun, setiap ADB Kependudukan wajib menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1
(satu) tahun berjalan.

SKP ADB Kependudukan disusun berdasarkan penetapan kinerja
unit Kkerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing -masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan
sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan
kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing -
masing jenjang jabatan.

SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan
turunan dari penetapan kinerja unit.

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. Target Angka Kredit Setiap Tahun

1.

Target Angka Kredit minimal ADB Kependu dukan dalam waktu 1

(satu) tahun,terdiri atas:

a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk ADB
Kependudukan Ahli Pertama;

b. 25(dua puluh lima) Angka Kredituntuk ADB Kependudukan
Ahli Muda;dan

c. 37,5(tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredituntuk ADB

Kependud ukan Ahli Madya.
Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1
terdiri dari sub unsur diklat,kegiatan dibidang pelayanan

administrasi  kependudukan,pengembangan profesi,dan unsur

penunjang.
Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dima ksud pada
angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi ADB Kependudukan  Ahli

Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
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4. ADB Kependudukan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpu lkan Angka Kredit paling kurang 20 (dua puluh
lima) Angka Kredit dari kegiatan pengolahan, Database
kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, jaringan
komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan data
Warehouse dan pengembangan profesi.

5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja ADB Kependudukan dilakukan paling kurang 1
(satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja ADB Kependudukan mulai 1 Januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling
lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian kinerja ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

D. Hukuman Disiplin

ADB Kependudukan akan mend apatkan hukuman disiplin apabila

pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi ADB
Kependudukan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima
perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi
hukuma n disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi ADB
Kependudukan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh
lima perseratus) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

IX. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit ADB

Kependudukan disampaikan oleh ADB Kependudukan kepada
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pimpinan unit ke rja atau paling rendah pejabat Pengawas yang

bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan

langsung ADB Kependudukan yang bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ADB
Kependudukan, dibuat menurut  contoh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 3-a sampai dengan Anak Lampiran 3 -c yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

3. Setiap usulan pe nilaian dan penetapan Angka Kredit ADB
Kependudukan harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopy bukti -bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh fo rmulir yang
tercantum dalam  Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis di bidang
pengolahan, Database kependudukan, jaringan komunikasi
data kependudukan, jaringan komunika si data kependudukan,
aplikasi SIAK dan Data Warehouse , dibuat menurut contoh
formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 5 -a sampai
dengan Anak Lampiran 5-d yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini ;

C. surat penyataan melakukan kegiat an pengembangan profesi,
dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak
Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas ADB Kependudukan , dibuat menurut contoh formulir
yang tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.

5. Pimpinan unit kerja atau pal ing rendah pejabat Pengawas yang
bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan
usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang

berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh
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formulir yang tercantum dalam Anak Lampi ran 8 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

6. Usulan penetapan Angka Kredit ADB Kependudukan  diajukan
oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina
Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pejabat
Pimpina n Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk Angka Kredit bagi ADB Kependudukan
Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai
dengan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian dalam Negeri

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
Angka Kredit bagi ADB Kependudukan A hli Pertama, golongan
ruang lll/a sampai dengan ADB Kependudukan Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri; dan

c. Pejabat Administrator yang membidangi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kepada Pejabat Pi  mpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Kepegawaian Provinsi, Kabupaten/Kota untuk
Angka Kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, Golongan ruang lll/a sampai dengan ADB
Kependudukan Ahli Muda, Pangkat Penata Tingkat | golongan
ruang lllI/d di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota

7. Pejabat yang berwenang mengusulkan  Angka  Kredit
menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka
Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap ADB

Kependudukan dilakuk an paling kurang 2 (dua) kali dalam

setahun.
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X.

Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat

ADB Kependudukan  dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode

kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun vyang
bersangkutan.

Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi ADB Kepen dudukan

harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian

kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017.

Bahan usulan penil aian dan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit.

Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawai an Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan;

d. ADB Kependudukan yang bersangkutan;dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Penetapan Angka Kredit ADB Kependudukan , dibuat menurut

contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang

merupakan bagian tidak ter  pisahkan dari Peraturan Badan ini.

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAI ,DAN TIM TEKNIS
A. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan

Fungsional ADB Kependudukan, yaitu:
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a. Pejabat Pimpinan  Tinggi Madya yang membidangi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri untuk Angka Kredit bagi ADB
Kependudukan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan
rua ng IV/c di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina
Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Angka
Kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan ADB
Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang lll/d di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepegawaian Propinsi, Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit
bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama, p angkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan ADB Kependudukan Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang Ill/d di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus membuat
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang
secara fungsional bertanggung jawab di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari
pejabat yang be rwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
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5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

tidak dapat diajukan keberatan.

B. Tim Penilai

1. Umum

a. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang

menet apkan  Angka Kredit Jabatan  Fungsional ADB

Kependudukan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

1)

2)

3)

Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk Angka Kr edit
ADB Kependudukan Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri.

Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
untuk Angka Kredit ADB Kependudukan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan
ADB Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang lllI/d di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri.

Tim Penil ai Provinsi, Kabupaten/Kota bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil untuk Angka Kredit ADB
Kependudukan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan ADB Kependu dukan
Ahli Muda, pangka t Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d
di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

b. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan

oleh:

1)

2)

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Kependudukan dan Pencatatan Sipilpada Kemen terian
Dalam Negeri untuk Tim Penilai Pusat.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina
Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada

Kementerian Dalam Negeri untuk Tim Penilai Instansi.
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3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepegawaian Provinsi, Kabupaten/Kota pada Pemerintah
Provinsi dan PemerintahKabupaten/ Kota.

4) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, unsur kepegawaian, dan ADB Kependudukan.

Susunan keanggo taan Tim Penilai, sebagai berikut:

1) seorang Ketua merangkap anggota;

2) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

3) paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf cangka

1), paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau ADB

Kependudukan Ahli Madya.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf

cangka 2), harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi

masing -masing.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf cangka

3), paling sedikit 2 (dua) oran g dari ADB Kependudukan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

1) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat ADB Kependudukan yang dinilai;

2) memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja
ADB Kependudukan; dan

3) akti f melakukan penilaian kinerja.

Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa

jabatan secara berturut -turut sebagaimana dimaksud pada

angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang
waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau

berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai

dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Pe nilai secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua

dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.
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|.  Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat

dipenuhi dari ADB Kepen dudukan, maka anggota Tim Penilai

dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi

dalam penilaian prestasi kerja ADB Kependudukan.

2. Tugas Tim Penilai

a. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

1)

2)

membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Kependudu kan dan Pencatatan Sipil di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan
Angka Kredit bagi ADB Kependudukan ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian Da lam Negeri; dan

melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

angka 1) .

b. Tugas Tim Instansi, yaitu:

1)

2)

membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
menetapka n Angka Kredit bagi ADB Kependudukan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a

sampai dengan ADB Kependudukan Ahli Muda, pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/d di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri

melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
angka 1) .

c. Tugas Tim Penilai Provinsi:

1)

2)

membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian Provinsi dalam menetapkan
Angka Kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan
ADB Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang lli/d di lingkungan Pemerintah
Provinsi .

melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksu d dalam

angka 1) .
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d. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota

1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dalam
menetapkan Angka Kredit bagi ADB Kependudukan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a
sampai denga n ADB Kependudukan Ahli Muda, pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lll/d di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kota

2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
angka 1) .

3. Tata Kerja Tim Penilai da n Tata Cara Penilaian
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan.

C. Tim Teknis

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada
Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan
yang bersifat khu sus atau kegiatan yang memerlukan keahlian
tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka
2.

XI.  KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN,DAN JUMLAH ANGKA
KREDIT KUMULATIF
A. Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan pangkat ADB Kependudukan , dapat dipertimbangkan

apabila:
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a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat tera khir;
memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

C. setiap unsurpenilaian prestasi kerjapaling kurang bernilai baik
dalam2 (dua) t ahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Dalam Negeri yang
menduduk i jabatan ADB Kependudukan Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang lll/a untuk menjadi pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang Illl/b sampai dengan ADB
Kependudukan Ahli Muda ditetapkan dengan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian yang bersa ngkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepada Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang
menduduki Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a untuk menjadi
pangk at Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/b sampai dengan
ADB Kependudukan  Ahli Madya , pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang
menduduki Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a untuk menjadi
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang llI/b sampai dengan
ADB Kependudukan Ahli Muda , pangkat Penata Tingkat |,
golongan ruang Ill/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional B adan Kepegawaian
Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi ADB Kependudukan dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan
jabatannyatelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .

Contoh:

Sdr. Deni Purwanto, S.SosNIP. 198105052005041001 Jabatan
ADB Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang lll/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.
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Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2021,
Sdr.Deni Purwanto, S.Sos . memperoleh Angka Kredit Kumulatif
sebesar 405 (empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk
dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a,
terhitung mulai tanggal 1 April 2021, maka sebelum
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dah ulu ditetapkan
kenaikan jabatannya menjadi ADB Kependudukan Ahli Madya.

ADB Kependudukan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitu ngkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Ahmad Zubair, S.E., NIP 198510162009042010 jabatan ADB
Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c
terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat
menjadi pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d, yang
bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 210 (dua ratus
sepuluh).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata,
golongan ruang lll/c menjadi pangkat Penata Tingkat |, golongan
ruang lll/dyakn i200 (dua ratus)Angka Kredit.Dengan demikian
Sdr. Ahmad Zubair, S.E., memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka
Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.

ADB Kependudukan pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihiAngka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun
berikutnya diwajibkanmengumpulkan paling kurang 20% (dua

puluh perseratus) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang

dipersyaratkan untukkenaikan pangkat setingkat lebih t inggi yang
berasal darikegiatan analisis di bidang pelayanan administrasi
kependudukan

Contoh:

Sdri. Rahmi Sulistyaningsih, S.T.,NIP. 198302102009032001,
jabatan ADB Kependudukan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan
ruang lll/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka

Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima).



2018, No.1379 50-

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017, Sdri. Rahmi Sulistyaningsih, S.T.,
telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh)
sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya
sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang
dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata
Tingkat I, golongan ruang lll/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima).
Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dimilikinya sejak 31 Maret 2018untuk kenaikan pangkat menjadi
Penata Tingkat |, golongan ruang ll/d, Sdri. Rahmi
Sulistyaningsih,S.T., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling
kurang 20% x 100 = 20 (dua puluh ) Angka Kredit.

B. Kenaikan Jabatan

1. Kenaikan jabatan bagi ADB Kependudukan , dapat
dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan ADB
Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredi t Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari ADB Kependuduka n Ahli Pertama
sampaidengan ADB Kependudukan  Ahli Madya ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. ADB Kependudukan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi menjadi  ADB Kependudukan Ahli Madya, Angka Kredit
yang disyaratkan sebanyak 6 (ena  m) Angka Kredit berasal dari  sub
unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Davidson Pangalila, ST, NIP. 198011302005041001, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d, terhitung mulai tanggal 1

April 2015, jabatan ADB Kependudukan Ahli Muda, Angka Kred it
sebesar 302 (tiga ratus dua) Pada masa penilaian berikutnya, y  ang
bersangkutan memperoleh Angka KreditKkumulatif sebesar 101

(seratus satu), dengan rincian sebagai berikut:
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a. Diklat fungsional/teknis yang = 10 Angka Kredi t
mendukung tugas ADB Kependudukan

b. Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang = 85 Angka Kredit
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Pengembangan Profesi

1). Membuat Karya Tulis di bidang = 4 Angka Kredit
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam  bentuk buku yang
dipublikasikan secara nasional

2). Membuat tulisan ilmiah popular di = 2 Angka Kredit

bidang pelayanan  administrasi

kependudukan yang disebar

Luaskan melalui media massa
Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Rahmi
Sulistyaningsih, ST , adalah 302 + 1 01 = 403 (empat ratus tiga)
Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Rahmi Sulistyaningsih,
S.T.,telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan
profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan/ pangkat setingk at lebih tinggi. Maka setelah
mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam
jabatan ADB Kependudukan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a.

4. Keputusan kenaikan jab atan dalamJabatan Fungsional ADB

Kependudukan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

C. Jumlah Angka Kredit Kumulatif
1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenai kan pangkat/jabatan
bagi ADB Kependudukan terdiri atas:

a. paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) Angka Kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan
formal; dan

b. paling banyak 20% (dua puluh perseratus) Angka Kredit berasal

dari unsur penunjang.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,

komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina

Xll. PEMBERHENTIAN DANPENGANGKATAN KEMBALI

A. Pemberhentian

1. ADB Kependudukan diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari jabat an;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuhpada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas; atau

f. tidak memenuhi per syaratan jabatan.

Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB

Kependudukan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum

dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. Pengangkatan Kembali

1.

3.

4.

ADB Kependudukan vyang diberhentikan dari jabatannya karena
alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai
dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan

ADB Kependudukan yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

ADB Kependudukan yang diberhentikan karena menjalani cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan, apabila telah selesai menjalani
cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebaga
PNS.

ADB Kependudukan yang diberhentikan karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada
huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan setelah selesai menjalani tugas

belajar.
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5. ADB Kependudukan yang diberhentikan karena ditugaskan secara
penuh pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1
huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional ADB

Kependuduka n, apabila berusia paling tinggi:

a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi ADB Kependudukan  Ahli
Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda; dan

b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi ADB Kependudukan  Ahli
Madya.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya
sebelum  diberhentikan dari  Jabatan  Fungsional ADB
Kependudukan.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan  Fungsional ADB
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4,dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan dapat ditambah
dengan Angka Kredit dari ijasah yang diperoleh dari tugas belajar
sertapengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani
pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari
Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan dapatditambah
dengan A ngka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh
selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan b agian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIll. PENYESUAIAN / INPASSINGDALAM JABATAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2017memiliki pengalaman dan masih melaksa nakan tugas di

bidangKependudukan dan Pencatatan Sipilberdasarkan keputusan
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Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/ inpassing dalam

Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralita s yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);

e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a;

f.  memiliki pengalaman di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil paling kurang 2 (dua) tahun;

g. nilai presta si kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;dan

h. dengan memperhatikan kebutuhan jabatan.

2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Ment eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017.

3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2,
hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing .

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/ inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 20 17, dihitung dalam pembulatan kebawa h yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung
1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun,
dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS
yang akan disesuaikan/ inpassing sebagaimana dimaksud pada angka
1, maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus

mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
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7. PNS vyang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum
disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional =~ ADB Kependudukan
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

8. PNS yang telah disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan untuk kenaikan jabatan/pangkat seting kat lebih tinggi
harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi
syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang -undangan.

9. Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan ditetapkan oleh pejabat sesuai peratur an perundang -
undangan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalamAnak

Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.
10. Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan harus selesai ditetapkan paling lamb at pada tanggal

31 Desember 2019.

XIV. UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi ADB Kependudukan yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

XV. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,
agar diko nsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

sebaik -baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA
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ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ..............
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

a. bahwa Saudara .................. NIP . . pangkat/golongan ruang .
jabatan ... telah memenuhi sya.rat da.n dianggap cakap untuk changkat
dalam Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan,

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ....;

MEMUTUSKAN:

Calon Administrator Database Kependudukan dibawah ini:
a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja PPN

Terhitung mulai tanggal ........ dlangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan jenjang .........dengan angka kredit sebesar

(o)

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ...................

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat vang berwenangmenetapkanangkakredit;

4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
BagianKeuangan vang bersangkutan®);

5. Pejabatlain yang dianggap perlu.

* Dicoret yang tidak perlu
**Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE

KEPENDUDUKAN
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN
KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ..........
TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang @ bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP .........
jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ....;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU . Mengangkat:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja -
Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan jenjang ........ dengan angka kredit sebesar
(o)
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..................
pada tanggal ...................
MEMBUSAN.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yvang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
Bagian Keuanganyang bersangkutan®);

5. Pejabatlain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu
**Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Administrator Database
Kependudukan sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal . Volume . Angka g
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit

1 2 3 4 5 & 7 8

1.

2.

3.

4.

S.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................... 3 e

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 5-a

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

CONTOH

SURAT PERNYATAANTELAH
MELAKUKANKEGIATAN PENGELOLAAN
DATABASE KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwea:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengelolaan Database Kependudukan sebagai berikut:

) ) Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Kredit Angka bukti fisik
ast Kegiatan rect Kredit UKt St
g
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst

2018, No. 1379
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ANAK LAMPIRAN 5-b

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

CONTOH

SURAT

PERNYATAAN TELAH

MELAKUKANKEGIATAN PENGELOLAAN
JARINGAN KOMUNIKASI DATA
KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal : Volume ) Angka oo
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit

1 2 3 4 S 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.
Dst
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ANAK LAMPIRAN 5-¢

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKANKEGIATAN PENGELOLAAN
APLIKASI SIAK

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN APLIKASI SIAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwea:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan Pengelolaan aplikasi SIAK sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal : Volume ) Angka e
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst

2018, No. 1379




2018, No.1379 62

ANAK LAMPIRAN 5-d

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN
APLIKASI DATA WAREHOUSE

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN APLIKASI DATA WAREHOUSE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengelolaan data warehouse sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal . Volume ) Angka S
Hasil : Kredit ) bukti fisik
Kegiatan Kredit

1 2 3 4 S (5] 7 8

1.

2.

3.

4.

5.
Dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
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ANAK LAMPIRAN 6

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
. . Satuan Angka Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal . Volume . Angka s
Hasil . Kredit : bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
S.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMEINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Volume Angka Angka Keterangan/
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
S.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ANAK LAMPIRAN &

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI ADMINISTRATOR KEPENDUDUKAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan #)

Di
Tempat

2018, No. 1379

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas

nama-nama Pejabat Fungsional Administrator Datbase Kependudukan dan bukti fisiknya,

sebagai berikut:

PANGKAT/
NO NAMA /NIP JABATAN UNIT KERJA
GOLONGAN RUANG
1
2
3
dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*] tulis nama jabatannya

Pimpinan Unit Kerja atau paling

rendah Pengawas yang membidangi

pelayanan tata usaha®*)
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ANAK LAMPIRAN S

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT

INsStansi: ..o

Masa Penilaian: .......ocoovee i i

I | KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Pangkat/Golongan ruang TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Fungsional/TMT

O OO || W N [

MasaKerjaGolongan

Lama

Baru

10 | Unit Kerja

I | PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA BARU | JUMLAH

A | Pendidikan Formal

B | Angka Kredit Penjenjangan

1 | UNSUR UTAMA

a. Pendidikan dan pelathan fungsional/teknis database
kependudukan serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)atausertifikatsetara

pengelolaan database kependudukan

pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan

pengelolaan aplikasi SIAK

pengelolaan aplikasi Data Warehouse,

EEEE

Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG

Kependudukan

Kegiatan Penunjang Administrator Database

Jumlah Unsur Penunjang

JumlahPendidikanFormaldanAngkaKreditPenjenjangan

I

—_

PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALIAM JABATAN .................. /

ASLI disampaikan dengan hormat kepadaKepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:

Ditetapkan di ..........cocoovee e
Pada tanggal .........ceo oo v ven e

1. Pejabat yang berwenangmenetapkanAngkaKredit;

2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yvang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang

bersangkutan;*)
. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

[aEa

. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

Nama Lengkap
NIP. .

. Administrator Database Kependudukan yvang bersangkutan; dan
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ANAK LAMPIRAN 10

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE

KEPENDUDUKAN
CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN
KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ..o,
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Administrator database Kependudukan
yang lowong, Saudara ......... NIP ............... jabatan ............... pangkat/golongan
ruang ......... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA . Terhitung mulai tanggal ..........ccooovvii
a. Nama :
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Administrator Databse Kependudukan
jenjang................. . ke dalam Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan jenjang .............. dengan angka kredit sebesar.........
(... .
KEDUA PP **)
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di ..............oe
pada tanggal ...l
NIP.
TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenangmenetapkanangkakredit;

4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
Bagian Keuanganyang hersangkutan?*);

5. Pejabatlain yang dianggap perlu.

* Dicoret yang tidak perlu

**} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
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ANAK LAMPIRAN 11

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN

KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR ...............
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 1 a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor ............. tanggal ...........
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan karena ............. JhE

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017tentang Jabatan
Fungsional Administrator Database Kependudukan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... )

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Administrator
Database Kependudukan:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Jabatan
e. Unit Kerja L e e e
KEDUA e *iE)
KETIGA ;. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di.......... .
pada tanggal .......................
NIP.
TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
vang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;?)

3. Pejabat yang berwenangmenetapkanangkakredit;

4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
Bagian Keuanganyanghersangkutan®);

5. Pejabatlain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentiandarijabatan karena...

**%) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 12

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ..........

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMNISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa Saudara ......... NIP ...... pangkat/golongan ruang ...... jabatan......... , telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Administrator Database Kependudukan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... B

MEMUTUSKAN:
Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Administrator Database Kependudukan jenjang..................
dengan angka kredit sebesar ................. (v, )

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yvang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
vang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenangmenetapkanangkakredit;

4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
Bagian Keuanganyang bersangkutan?*);

5. Pejabatlain yang dianggap perlu.

*Dicoret yang tidakperlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2018, No

.1379
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ANAK LAMPIRAN 13

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN:
1.

KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan vang lowong, Saudara ........ NIP .........
jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan melalui penyesuaian/inpassing;

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... ;

MEMUTUSKAN:

mengangkat:

a. Nama

. NIP

c. Pangkat/Golongan ruang,/TMT
d. Unit Kerja e
Terhitung mulai tanggal ........ disesuaikan /inpassing dalam Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan jenjang ...... dengan angka kredit sebesar

L)

Apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .........oooviniinnn,

Kepala Badan Kepegawaian Negara);

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
Bagian Keuanganyang bersangkutan®);

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggapperlu.
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONE SIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN

CONTOH

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA

Nomor:
INSTANSI/UNIT ORGANISASL : ..o v i e e, MASA PENILAIAN :
Bulan .............s/d Bulan............ Tahun............
NO |KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2. |NIP
3. | Nomor Seri Kartu Pegawai
4. | Tempat dan Tanggal Lahir
5. | Jenis Kelamin
6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. | Jabatan Administrator Database Kependudukan / TMT
8. | Masa Kerja golongan lama
9. | Masa Kerja golongan baru
10. | Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN UNIT PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU JUMLAH
1 2 3 % 5 6 7 &

I |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar

1 | Doktor (33)

2 |Magister (32)

3 [Sarjana (S1)

Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Administrator
B. |Database Kependudukan dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Administrator

Database Kependudukan dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Lamanya 961 jam atau lebih

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jam

lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya antara 81 s.d 160 jam

lulh]wIN]=

Lamanya antara 30 s.d 80 jam

7 |Lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Prajabatan Golongan III
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